
 

 
 

  
 
 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR   38   TAHUN 2019 

  
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang  : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja  

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu 
dilakukan Perubahan Kedua Terhadap Peraturan Bupati Nomor 

31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar; 

Mengingat  
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja  Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun 2016 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR. 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 
Nomor 31) diubah  sebagai berikut : 

 
Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut :  
 

Pasal 3 
 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah; 
 



 

 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :  

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama; 

b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 
c) Sub Bagian Otonomi Daerah. 

 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 

b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 
c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 

 

3. Bagian Hukum, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;  

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 

1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Penyusunan Program; 
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan 

c) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan. 
 

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Pengelolaan LPSE; 
b) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

dan 
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa. 
 

3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi 
Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya 

Mineral; 

b) Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan 
Perikanan; dan 

c) Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan 
dan Badan Usaha Daerah. 

 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

1. Bagian Organisasi, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; 
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 

c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 
 

2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Protokol; 
b) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; 

dan 
c) Sub Bagian Upacara. 

 

3. Bagian Umum, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 

b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan. 

 
 
 

 



 

 

 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 
 

 

Pasal II 
 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 
 

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 November 2019 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

 
                   ttd 

 
ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
 

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 5 November 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
 

 
              ttd 

 
BEBAS MANGGAZALI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN  2019 NOMOR 38. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Polewali  5  November 2019 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

 

Drs. RIJALUL GAIB, MM 
Pangkat  : Pembina TK. I 
NIP       : 19670727 199403 1 017 
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BUPATI POLEWALI MANDAR, 
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 ANDI IBRAHIM MASDAR 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR     :   38  TAHUN 2019 
TANGGAL  :   4 NOVEMBER 2019 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali  5  November 2019 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 

   

Drs. RIJALUL GAIB, MM 

Pangkat  : Pembina TK. I 

NIP          : 19670727 199403 1 017 




